PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2003
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebaga pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pgak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian
dan Perdagangan;

Mengingat :

1 Pasd 5 aa (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagamana tdah diubah  dengan
Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Lega (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wgib Daftar Perusshaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3214);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pgak
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3687);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3720);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wagib dan Pembebasan Untuk di Tera
dan/atau di Tera Ulang seta Syarat-syaat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbangan dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1985 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasiona untuk Satuan Ukur
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3388);

8. Peaturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pgak (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagamana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1998
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

9. Peaauran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informas Keuangan Tahunan
Perusshaan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3738) sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 64 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3862);

10. Peraturan Pemerinteh  Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan
Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



Pasd 1

(1) Taif aas jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak yang berlaku pada Departemen
Perindudtrian dan Perdagangan sebagaimana dimeksud ddam Lampiran 1A Angka (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pgak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 1998, adalah sebhagaimana ditetapkan daam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan
Perdagangan addah :

Penerimaan dari Biaya Pengujian Mutu Barang;

Penerimaan dari Biaya Jasa Pdlatihan;

Penerimaan dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka Komoditi;

Penerimaan dari Denda Atas Sanks Administras setigp pihak yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dibidang Perdagangan Berjangka

Komoditi;

Penerimaan dari Jasa Pelayanan Informas Perusahaan;

Penerimaan dari Jasa Penydenggaraan Pendidikan;

Penerimaan dari Jasa Pelayanan Teknis,

Penerimaan dari Jasa Pelayanan Informas Ekspor;

Penerimaan dari Jasa Pelayanan Teknis Sertifikas Produk Penggunaan Tanda SNI;

Penerimaan dari Jasa Profes Fungsional Penera, Jasa Sewa Ala Kdibras, Jasa

Pengujian dalam rangka persyaratan 1zin Tipe dan 1zin Tanda Pabrik.
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Pasa 2
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak sebagamana dimeksud ddam Pasad 1 mempunya tarif
dalam bentuk satuan rupiah.

Pesal 3

(1) Besarnya tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pgak aas jasa pelatihan yang berupa rancang
bangun dan perekayassan dat, addah sebesar 3 (tiga) kai lipat biaya bahan baku yang
dipergunakan.

(2) Besarnya tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pgjak berupa jpsa peatihan kerjasama dengan
organisad internadond, jasa pelayanan informas perusshaan seperti penerimaan roydti, fee
aau bentuk penerimaan lainnya, sebesar nila nomind yang tercantum daam kontrak
kerjasama yang bersangkutan.

(3) Besanya taif aas jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak yang berasd dai sanks
adminigratif berupa denda atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan perundang-
undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, ditetapkan sesua peraturan perundang-
undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasd 4
Kriteria Mahasiswa, Ingand Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Industri Kecil dan
Industri Menengah sebagaimana tercantum ddam Lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan
oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasa 5
Sduruh Penerimaan Negara Bukan Pgak sebagaimana dimaksud daam Pasd 1 wagib disetor
langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasa 6
Taif aas jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak yang berlaku pada Departemen Perindustrian
dan Perdagangan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 1 yang belum tercakup ddam Peraturan
Pemerintah ini, akan disusulkan sebaga bagian yang tidek terpisshkan ddam Perauran
Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini berlaku sgjak tanggal diundangkan.



Agar sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  Pemerintah  ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jekarta
pada tanggd 14 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta
padatanggd 14 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 80

Sdinan sesua dengan adinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan

Perundang- undangan,
Lambock V. Nahattands



PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2003
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

UMUM

Dadam rangka mengoptimakan Penerimaan Negara Bukan Pgak guna menunjang pembangunan
Nasiona, Penerimaan Negara Bukan Pgak pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan
sbaga sdah sau sumber penerimaan negara perlu  dikdola dan  dimanfaetkan  untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan ha tersebut dan dalam rangka
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pgak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak yang berlaku pada
Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasdl 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pesal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pengertian Kas Negara addah sebagamana dimaksud ddam Undang-undang Nomor 20 Tahun
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pgjak.
Pasal 6

Cukup jelas

Pesal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4303



